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Abstract:  
This research aims to identify forms of errors and fraud that occur in regional financial management and analyze the impact on 

accountability and transparency. This research uses the systematic literature review (SLR) method to select relevant literature 

which includes scientific journals, books, articles and other academic documents. The data collection process is carried out through 

databases such as Google Scholar and ResearchGate. This research focuses on financial management errors, such as calculation 

errors, delays in proof of transactions, and non-compliance with accounting standards which often occur due to weak internal 

controls. In addition, fraud that occurs in the form of misuse of funds and manipulation of financial reports is influenced by 

factors such as pressure, opportunity and rationalization. The impact of errors and fraud is very broad, not only causing financial 

losses, but also reducing the quality of public services, worsening public trust, and disrupting the sustainability of regional 

development. This research suggests the importance of improving the supervision system, increasing transparency, and optimizing 

regional financial management to prevent errors and fraud. Thus, this research provides insight into improving regional financial 

governance in order to achieve community welfare. 
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Abstrak: 

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi bentuk-bentuk kesalahan dan kecurangan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan 

daerah serta menganalisis dampak yang ditimbulkan terhadap akuntabilitas dan transparansi. Penelitian ini menggunakan 

metode systematic literature review (SLR) untuk menyeleksi literatur relevan yang mencakup jurnal ilmiah, buku, artikel, 

dan dokumen akademik lainnya. Proses pengumpulan data dilakukan melalui basis data seperti Google Scholar dan 

ResearchGate. Penelitian ini berfokus pada kesalahan pengelolaan keuangan, seperti kesalahan perhitungan, keterlambatan 

bukti transaksi, serta ketidaksesuaian standar akuntansi yang sering terjadi akibat lemahnya pengendalian internal. Selain 

itu, kecurangan yang terjadi dalam bentuk penyalahgunaan dana dan manipulasi laporan keuangan, dipengaruhi oleh faktor 

seperti tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Dampak dari kesalahan dan kecurangan sangat luas, tidak hanya 

menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga menurunkan kualitas pelayanan publik, memperburuk kepercayaan publik, 

serta mengganggu keberlanjutan pembangunan daerah. Penelitian ini menyarankan pentingnya perbaikan sistem pengawasan, 

peningkatan transparansi, serta optimalisasi pengelolaan keuangan daerah untuk mencegah terjadinya kesalahan dan 

kecurangan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan wawasan untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah demi 

mencapai kesejahteraan masyarakat. 
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PENDAHULUAN  

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam arah 

pembangunan daerah dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran 

masyarakat (Mariasari, 2023). Dalam otonomi daerah, pemerintah atau kepala daerah diberikan 

kewenangan untuk melakukan pengelolaan sumber daya keuangan sendiri. Dengan harapan dapat 

mendorong penggunaan anggaran yang bersifat transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. 

Pengelolaan keuangan pemerintah daerah bertujuan untuk memastikan penggunaan anggaran 

sesuai dengan perencanaan dan peraturan yang berlaku guna mencapai kesejahteraan masyarakat 

dan pembangunan daerah (Mariasari, 2023). Namun pada kenyataannya, berbagai masalah kerap 

sekali timbul. Kesalahan maupun kecurangan dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah 

mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan tata kelola keuangan. Salah satu kesalahan yang 

sering terjadi yaitu kesalahan administratif, seperti kesalahan pencatatan, penganggaran yang tidak 

tepat, dan ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan (Ekasari et al., 2021). Hal ini 

diakibatkan dari kurangnya kompetensi atau pemahaman aparat pemerintah daerah terhadap aturan 

keuangan yang berlaku, sehingga timbulnya kecurangan atau penipuan. Kecurangan dalam 

pengelolaan keuangan pemerintah daerah sering melibatkan penyalahgunaan kekuasaan untuk 

kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Bentuk kecurangan yang sering terjadi saat ini meliputi 

penggelembungan atau pembengkakan anggaran yang melibatkan biaya yang tidak terduga, 

penggelapan dana, kolusi dalam pengadaan barang dan jasa, serta penerimaan suap (Tinay et al., 

2022). 

Namun, dalam praktiknya, sering kali muncul berbagai masalah yang menghambat 

pencapaian tujuan tersebut. Kesalahan administratif, seperti pencatatan yang tidak akurat dan 

penganggaran yang tidak tepat, merupakan isu umum yang dihadapi oleh pemerintah daerah. Hal 

ini sering kali disebabkan oleh kurangnya kompetensi dan pemahaman aparat pemerintah terhadap 

peraturan keuangan yang berlaku (Khansa & Kamarudin, 2023; Rizal et al., 2023). Kecurangan 

dalam pengelolaan keuangan daerah juga menjadi masalah serius yang dapat merugikan keuangan 

daerah dan menghambat pembangunan. Bentuk kecurangan yang umum terjadi meliputi 

penggelembungan anggaran, penggelapan dana, dan kolusi dalam pengadaan barang dan jasa. Hasil 

penelitian Elisabeth et al. (2023); Mulia et al. (2017) faktor-faktor seperti lemahnya kontrol internal, 

budaya organisasi yang permisif terhadap tindakan tidak etis, serta kurangnya penegakan hukum 

berkontribusi terhadap terjadinya kecurangan. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi yang 

belum optimal dalam pengelolaan keuangan daerah juga menjadi faktor yang memperburuk situasi, 

di mana sistem manual lebih rentan terhadap kesalahan dan manipulasi (Dewata et al., 2023; Yanti 

et al., 2020). 

Dampak dari kesalahan dan kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah sangat 

signifikan. Kerugian finansial yang diakibatkan dapat menghambat proyek pembangunan yang 

seharusnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, hilangnya kepercayaan masyarakat 

terhadap pemerintah daerah dapat mengakibatkan apatisme terhadap program-program 

pemerintah (Dimuk et al., 2022; Khoirunnisa & Siswantoro, 2023).Dalam jangka panjang, reputasi 

daerah yang buruk akibat pengelolaan keuangan yang tidak transparan dapat mengurangi minat 

investor untuk berinvestasi, sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi daerah (Aprillia & 

Usman, 2023; Asni & Heniwati, 2023). Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk 
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mengatasi masalah ini melalui peningkatan pengawasan, kompetensi sumber daya manusia, dan 

pemanfaatan teknologi informasi yang lebih baik (Karina & Hartono, 2021; Noveria, 2017). 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk kesalahan dan kecurangan 

yang sering terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah serta menganalisis dampak yang 

ditimbulkan dari kesalahan dan kecurangan. Dengan memahami kedua aspek tersebut, diharapkan 

penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang permasalahan yang 

memengaruhi akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah (Lambajang et al., 

2018; Modo et al., 2016). 

 

METODOLOGI PENELITIAN  
Penelitian ini menggunakan metode literature review dengan pendekatan Systematic 

Literature Review (SLR). Metode ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menyeleksi, dan 

menganalisis secara sistematis berbagai literatur ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Data 

dikumpulkan dari berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, artikel, buku, laporan penelitian, dan 

dokumen akademik lainnya (Hendra et al., 2024; Mariana, 2018, 2024; Nufiar et al., 2020; Wahyudi 

& Mariana, 2024). Proses pencarian data dilakukan melalui basis data daring seperti Google Scholar, 

ResearchGate, dan jurnal terindeks SINTA, menggunakan kata kunci spesifik terkait dengan topik 

penelitian, misalnya “sistem pengendalian internal,” “fraud akuntansi,” dan “pengelolaan keuangan 

daerah.”  

Tahapan penelitian mencakup identifikasi literatur awal, seleksi literatur berdasarkan 

kriteria inklusi dan eksklusi, serta analisis data. Data yang terkumpul kemudian dikelola 

menggunakan perangkat lunak pengelolaan referensi seperti Mendeley untuk mempermudah 

pengorganisasian sumber (Mariana & Amri, 2021; Mariana & Ibrahim, 2021; Mariana & Safrizal, 

2024; Ramadana & Rahmaniar, 2023; Zhul et al., 2024). Analisis dilakukan dengan 

mengelompokkan hasil penelitian berdasarkan tema, metode, dan temuan utama yang relevan, guna 

menghasilkan sintesis yang terstruktur dan mendalam. Penelitian ini menggunakan sumber data 

sekunder dengan jenis data berupa kajian teoritis dan hasil penelitian sebelumnya, yang relevan 

untuk menjawab tujuan penelitian (Liza & Mariana, 2023; Mariana et al., 2020, 2018, 2024; Mariana 

& Liza, 2024). 

 

PEMBAHASAN  
Bentuk Kesalahan dan Kecurangan 

Kesalahan dan kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan isu kompleks 

yang berpotensi merugikan masyarakat secara signifikan. Kesalahan yang sering terjadi meliputi 

keterlambatan penyampaian bukti transaksi, kesalahan perhitungan, dan ketidaksesuaian dalam 

penerapan standar akuntansi. Kondisi ini dapat mengakibatkan kelalaian pemerintah dalam 

pengelolaan keuangan daerah, yang pada gilirannya berdampak negatif bagi masyarakat 

(Tampubolon et al., 2020; Wulandhari et al., 2023). 

Contoh nyata kecurangan dapat dilihat pada kasus penyalahgunaan dana desa di Desa 

Lansa, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara, yang menyebabkan kerugian signifikan. 

Selain itu, kasus korupsi dana desa di Desa Nain Tatampi menunjukkan adanya proyek-proyek yang 

tidak sesuai dengan realisasi anggaran (Tampubolon et al., 2020; Wulandhari et al., 2023). 

Kecurangan ini tidak hanya merugikan keuangan daerah, tetapi juga mengurangi kepercayaan 

masyarakat terhadap pemerintah. Kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah dapat 
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didefinisikan sebagai tindakan penipuan yang disengaja untuk mengambil aset atau hak orang lain. 

Dalam konteks audit laporan keuangan, kecurangan ini sering berupa salah saji laporan keuangan 

yang disengaja (Suarniti & Sari, 2020). Menurut Butler et al. (2004), terdapat empat faktor utama 

yang mendorong kecurangan: tekanan (pressure), kesempatan (opportunity), rasionalisasi 

(rationalization), dan kemampuan (capability) (Sari & Lestari, 2020). 

Tekanan biasanya muncul dari tuntutan untuk memenuhi standar kinerja tertentu, yang 

sering kali mendorong individu mencari jalan pintas, termasuk melakukan kecurangan. Ketika 

sistem pengawasan dan akuntabilitas tidak efektif, individu merasa memiliki kesempatan untuk 

melakukan kecurangan tanpa takut tertangkap (Amalia & Suryatimur, 2022). Kesempatan muncul 

akibat lemahnya sistem pengawasan dan pengendalian internal. Ketidaktransparanan dalam 

pengelolaan keuangan memberikan ruang bagi individu untuk memanipulasi data dan menciptakan 

transaksi yang tidak terdeteksi (Lestari & Kuntadi, 2022). Selain itu, kurangnya koordinasi antar 

pihak terkait pengelolaan anggaran juga memperbesar peluang kecurangan (Septiani & Diansari, 

2019). 

Rasionalisasi adalah faktor lain yang memungkinkan kecurangan terjadi. Pelaku sering kali 

membenarkan tindakan mereka dengan keyakinan bahwa semua orang melakukannya, sehingga 

merasa tidak ada yang dirugikan (Utami et al., 2022). Rasionalisasi ini menciptakan ilusi bahwa 

kecurangan adalah tindakan yang dapat diterima (Khoiriyah & Asyik, 2020). Kemampuan individu 

dalam melakukan kecurangan sangat dipengaruhi oleh tingkat kewenangan yang dimiliki. Pejabat 

dengan otoritas besar memiliki akses langsung terhadap anggaran dan dapat menyalahgunakan dana 

atau memanipulasi laporan keuangan tanpa terdeteksi (Pramesti & Wulanditya, 2021). Sistem 

keuangan yang lemah dan tidak terintegrasi juga memperbesar peluang terjadinya kecurangan 

(Murtanto & Sandra, 2019). 

Secara keseluruhan, kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan masalah 

serius yang membutuhkan perhatian khusus. Perbaikan sistem pengawasan, peningkatan 

transparansi, dan penegakan akuntabilitas menjadi langkah penting untuk mencegah terjadinya 

kecurangan di masa depan (Awatif & Tyas, 2022; Sumayyah et al., 2023). 

Dampak Kesalahan dan Kecurangan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah 

Kesalahan dan kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah dapat memiliki dampak 

yang luas, tidak hanya dalam aspek finansial tetapi juga dalam aspek sosial dan pemerintahan. Salah 

satu dampak yang paling signifikan adalah kerugian keuangan daerah. Pengelolaan keuangan yang 

tidak tepat atau adanya penyalahgunaan dana dapat menyebabkan pemborosan dan penggunaan 

sumber daya yang tidak sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sebagai akibatnya, kas daerah 

akan berkurang, yang berdampak langsung pada kelangsungan pembangunan dan pelayanan publik. 

Dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat, seperti pembangunan 

infrastruktur dan program sosial, akan terhambat, sehingga kesejahteraan masyarakat menjadi 

terancam (Andhayani, 2017; Gusti et al., 2022). Penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan 

keuangan yang tidak optimal dapat mengakibatkan rendahnya akuntabilitas dan kinerja program, 

yang pada akhirnya menghambat pencapaian tujuan pembangunan daerah (Gusti et al., 2022; 

Rosyidah, 2023). 

Selain itu, kesalahan dan kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah juga dapat 

menyebabkan menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Ketika masyarakat 

mengetahui adanya penyimpangan atau manipulasi dalam pengelolaan keuangan, mereka 

cenderung meragukan integritas dan akuntabilitas pemerintah. Hal ini dapat mengarah pada 

apatisme, di mana masyarakat tidak lagi peduli dengan kebijakan dan program yang dikeluarkan 
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pemerintah, dan akhirnya mengurangi partisipasi mereka dalam proses pembangunan dan 

pengambilan keputusan (Edowati et al., 2021; Sipi & Tandi, 2021). Kepercayaan publik merupakan 

elemen penting dalam mencapai tujuan pembangunan, dan untuk itu, transparansi dan akuntabilitas 

dalam pengelolaan keuangan sangat diperlukan untuk membangun kembali kepercayaan 

masyarakat (Ritonga & Syahrir, 2016; Sari & Lestari, 2020). 

Lebih lanjut, kesalahan dan kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah dapat berujung 

pada sanksi hukum dan administratif bagi pelaku. Pelanggaran yang bersifat pidana, seperti korupsi 

dan penggelapan dana, dapat mengarah pada hukuman penjara dan denda, sedangkan pelanggaran 

administratif, seperti ketidakpatuhan terhadap prosedur keuangan, dapat mengakibatkan 

peringatan tertulis, penurunan jabatan, atau bahkan pemecatan (Afifuddin et al., 2021; Barus & 

Pramana, 2022). Penerapan sanksi ini penting untuk memberikan pertanggungjawaban dan 

mencegah pelanggaran serupa di masa mendatang. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat 

sistem pengawasan dan memperbaiki mekanisme akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, 

guna menghindari kerugian finansial, menurunnya kepercayaan publik, dan sanksi hukum yang 

merugikan (Andhayani, 2017; Gusti et al., 2022; Sari & Lestari, 2020). 

 

SIMPULAN 

Kesalahan dan kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan masalah serius 

yang dapat berdampak luas pada keuangan, sosial, dan pemerintahan. Kesalahan seperti 

keterlambatan penyampaian bukti transaksi, kesalahan perhitungan, dan ketidaksesuaian standar 

akuntansi sering kali terjadi akibat lemahnya sistem pengawasan dan pengendalian internal. 

Sementara itu, kecurangan, seperti penyalahgunaan dana atau manipulasi laporan keuangan, 

didorong oleh faktor tekanan, kesempatan, rasionalisasi, dan kemampuan individu. Akibatnya, 

tidak hanya kerugian finansial yang signifikan terjadi, tetapi juga muncul penurunan kualitas 

pelayanan publik dan terganggunya pembangunan daerah.  

Dampak kesalahan dan kecurangan tersebut tidak hanya terbatas pada kerugian material, 

tetapi juga mengakibatkan menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Transparansi dan 

akuntabilitas menjadi kunci untuk mencegah dan mengatasi persoalan ini. Selain itu, penerapan 

sanksi hukum dan administratif terhadap pelaku perlu diperkuat untuk memberikan efek jera. 

Dengan demikian, perbaikan sistem pengawasan, peningkatan transparansi, dan optimalisasi 

pengelolaan keuangan daerah sangat diperlukan guna mendukung tercapainya kesejahteraan 

masyarakat dan keberlanjutan pembangunan daerah.  
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